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PERATURAN |

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: PER- 026 [AIJA/ 09/2009 ;
TENTANG E

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang + a_ bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama
peningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesialisasi bidang
Tindak Pidana Khusus. maka dipandang periu menyelenggarakan
Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana Khusus Tahun 2009;

b.  bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tindak |
Pidana Khusus Tahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali |
pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan beserta
kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);

¢ bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan
Jaksa Agung Republik Indonesia.

Mengingat - 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No 67 TLN 4401),

2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

3 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomot. . Kebs
115/A/4. A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susurian Organisasi
dan Tala Kerna Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah
beberapa kali diubah. terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI
Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003

4 Peraturan Jaksa Agung Republik  Indonesia Nomor PER-
068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Jull 2007 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

5 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan
Kejaksaan Rl Tahun Anggaran 2009 Nomor: SP 0035.0/006.01.0/-/2009,
tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2009,

PERTAMA . Tempat dan penyelenggaraan Dikiat
1 Diklat diselenggarakan di Pusat Diklat Kejaksaan Republik indonesia.
2 Penyelenggara Diklat adalah Pusat Diklat Kejaksaan Republik Indonesia.




KEDELAPAN - Tanggung Jawab Diklat

Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik
Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tindak Pidana
Khusus Tahun 2009 :

KESEMBILAN :  Penutup

1 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih
lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.

2 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan
seperlunya.

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
Yth Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.

Yth Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.

Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan Rl di Jakarta

Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta
Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.
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Nomor “PER- 026 /A/JJA/09 /2009
Tanggal 28 September 2009
DRAFT KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
TINDAK PIDANA KHUSUS TAHUN 2009
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TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN
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Modus operandi cara
pengungkapan dan Analisis
Yurisprudensi Penting dalam
perkara TP Perpajakan :
|

Studi Kasus TP Perpajakan

" TfNDAK PIDANA HAM éERAT
Aspek Hukum dalam uu
N0.39/1999 tentang Hak Azasi
Manusia dan UU No0.26/2000

perkara TP Kepabeanan

Studi Kasus TP. Kepabeanan

fiNDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
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Aspek Hukum dalam uu
No.16/2000 serta peraturan
pelaksananya. TP Perpajakan
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TINDAK PIDANA PERIKANAN

| Aspek Hukum dalam uu
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|
!
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| Aspek

Wi el -
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